

Perbandingan Perubahan PKPU 3 Tahun 2017 jo PKPU 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

	No.
	PKPU 3 Tahun 2017 jo PKPU 15 Tahun 2017
	Rancangan Perubahan PKPU
	Keterangan

	1. 
	
	Pasal 1
22a.Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.
22b.Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
	Belum ada ketentuan yang mengatur dalam PKPU 3 2017 dan PKPU 15 2017.
Perlu tetap mencantumkan Surat Keterangan dari Disdukcapil karena sampai saat ini masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP-el.

	2. 
	Pasal 4 huruf j ayat (1):
Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
	Pasal 4 huruf j ayat (1):
Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
j.	tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang meliputi:
1.	judi;
2.	mabuk;
3.	pemakai atau pengedar narkotika;
4.	berzina; dan/atau
5.	perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.
	Menambah ketentuan tentang perbuatan tercela berdasarkan penjelasan UU 1 Tahun 2015 Pasal 7 huruf i

	3. 
	Pasal 11 ayat (3)
(3)	Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.
	Pasal 11 ayat (3)
(3)	Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

	Menyesuaikan nomenklatur Surat Keterangan, karena sudah diatur dalam definisi.
Perlu tetap mencantumkan ketentuan penggunaan Surat Keterangan, karena meskipun di Pasal 200A UU 10 Tahun 2016, Surat Keterangan Disdukcapil paling lambat digunakan Desember 2018, namun sampat saat ini masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP-el

	4. 
	Pasal 14
(1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri: 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan 
b. rekapitulasi jumlah dukungan.
(2) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per desa atau sebutan lain/kelurahan.
(3) Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
a. softcopy; dan
b. hardcopy.
(4) Softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
(5) Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kesesuaian dengan:
a. urutan pendukung; dan
b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga/Rukun Warga, tempat tanggal lahir, dan status perkawinan.
(7) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
(8) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
(9) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
(10) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk:
a. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
b. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
	Pasal 14
(1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:
a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dalam bentuk hardcopy; 
b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dalam bentuk:
1. hardcopy; dan 
2. softcopy melalui Sistem Informasi Pencalonan; dan
c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan, dalam bentuk:
1. hardcopy; dan
2. softcopy melalui Sistem Informasi Pencalonan.
(2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Sistem Informasi Pencalonan. 
(3) Data pendukung yang terdapat dalam hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, serta jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus sesuai dengan data pendukung yang tercantum dalam Sistem Informasi Pencalonan.
(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kesesuaian dengan:
a. urutan pendukung; dan
b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat (cantumkan Rukun Tetangga/Rukun Warga apabila ada), pekerjaan, tempat lahir, tanggal lahir, dan status perkawinan.
(5) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
(6) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
a. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
b. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
(7) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
	Mengubah ketentuan terkait dengan:
a. surat pernyataan dukungan secara perorangan (tidak kolektif)
b. surat pernyataan Paslon (sebelumnya tidak ada)

Surat pernyataan dukungan dibuat secara perorangan, untuk:
a. mempermudah dan memperluas jangkauan penyebaran pembuatan surat dukungan bagi Paslon;
b. formulir kolektif rentan dipalsukan tanda tangan pendukungnya;
c. mempermudah penyelenggara dalam melakukan verifikasi faktual.

	5. 
	Pasal 15
(1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
(2) Dihapus.
(3) Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan peruntukan sebagai berikut:
a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual; 
b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
	Pasal 15
(1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(2) Dukungan penyerahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) dokumen asli dan 1 (satu) rangkap salinan, dengan peruntukan sebagai berikut: 
a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual; dan
b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) Pasangan Calon Perseorangan dapat membuat 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
	Mengubah ketentuan terkait dengan:
a. penambahan ketentuan penyerahan dukungan kepada KPU Prov dan Kab/Kota;
b. mengurangi jumlah dokumen yang wajib menjadi 2 rangkap, dan pilihan bagi Paslon untuk membuat rangkap salinan untuk arsip Paslon

	6. 
	Pasal 16
Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas: 
a. verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
b. verifikasi administrasi; dan
c. verifikasi faktual.
	Pasal 16 
Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas: 
a. pengecekan jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
b. verifikasi administrasi; 
c. verifikasi faktual; 
d. verifikasi administrasi perbaikan; dan
e. verifikasi faktual perbaikan.
	· Pada dasarnya, dalam proses pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan prinsip bahwa pendaftaran Pasangan Calon perseorangan dapat dilakukan apabila Pasangan Calon sudah memenuhi syarat dukungan perseorangan. Dengan demikian, terdapat kesetaraan dalam pendaftaran antara Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dengan Pasangan Calon perseorangan. 
· Dalam ketentuan Pasal 16 ini, diubah sesuai dengan tujuan penyetaraan di atas. Perubahan dilakukan dengan memperjelas tahapan mekanisme verifikasi dukungan Paslon perseorangan, disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan verifikasi.

	7. 



	Pasal 17
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara: 
a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
(2) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
(2a)Dalam hal surat pernyataan dukungan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data softcopy dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda.
(3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
(4) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
(5) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).
	Pasal 17
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara: 
a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli hardcopy yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); 
c. mengecek jumlah dukungan softcopy yang tercantum dalam Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) serta persebarannya; dan
d. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan hasil penghitungan jumlah dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 
(3) Dalam hal terdapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang tidak dilengkapi dengan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
(4) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan. 
(5) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan membuat formulir Model B.2.-KWK Perseorangan yang baru atau mencoret dan menuliskan jumlah yang sesuai, serta membubuhkan paraf pada bagian yang dicoret.
(6) Dalam hal softcopy dukungan yang tercantum dalam Silon tidak sesuai dengan dokumen hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data softcopy dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda.
(7) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyerahan dukungan.
(8) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
b. mengembalikan dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
(9) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dukungan, dokumen hardcopy Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan atau ketentuan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak dapat diterima penyerahan dukungannya dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi.
(10) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan berita acara hasil penyerahan dukungan menggunakan formulir Model BA.1-KWK Perseorangan.

(11) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	Mengubah ketentuan mekanisme verifikasi dukungan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
· Penyederhanaan formulir-formulir yang digunakan dalam penyusunan dokumen dukungan Paslon Perseorangan dapat mempermudah calon dalam penyusunan dukungannya.
· Di saat yang sama, mempermudah proses administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga proses verifikasi dukungan perlu diubah menyesuaikan dengan fungsi masing-masing formulir.

	8. 
	Pasal 18 ayat (2) huruf a dan ayat (3)  
(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
(3) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(9)	Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
	Pasal 18 ayat (2) huruf a dan ayat (3), dan ayat (9) s.d. (15)
(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
(3) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(9)  	Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
(10)	Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
(11) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
(12) Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
(13) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (10) dan ayat (11) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.-KWK Perseorangan.
(14) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
(15) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon; 
b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
	· Untuk ayat (2) huruf a dan ayat (3) Perbaikan legal drafting, karena sudah dicantumkan dalam definisi, maka perlu penyesuaian nomenklatur Surat Keterangan.
· Ketentuan ayat (9) menambahkan jenis formulir yang digunakan.
· Ketentuan ayat (10) sampai ayat (15) ditambahkan ditujukan untuk memberikan kelanjutan pengaturan mengenai verifikasi sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 19.

	9. 
	Pasal 19

	Pasal 19 dihapus

	Dipindahkan ke Pasal 18 ayat (10) s.d. ayat (15)

	10. 
	
	Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C, Pasal 34D, dan Pasal 34E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A
(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. 
(2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; 
b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:
1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; dan
c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.
(3) Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi pada masa perbaikan.

Pasal 34B
(1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(2) Perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) dokumen asli dan 1 (satu) rangkap salinan, dengan peruntukan sebagai berikut: 
a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan; dan
b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) Pasangan Calon Perseorangan dapat membuat 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

Pasal 34C
(1) Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20C ayat (1), meliputi dokumen:
a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dalam bentuk hardcopy;
b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dalam bentuk:
1. hardcopy; dan 
2. softcopy melalui Sistem Informasi Pencalonan; dan; dan
c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, dalam bentuk:
1. hardcopy; dan
2. softcopy melalui Sistem Informasi Pencalonan.
(2) Pasangan Calon wajib memasukkan perbaikan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Sistem Informasi Pencalonan.
(3) Perbaikan data pendukung yang terdapat dalam hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan perbaikan jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan perbaikan data pendukung yang tercantum dalam Sistem Informasi Pencalonan.
(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kesesuaian dengan:
a. urutan pendukung; dan
b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat (cantumkan Rukun Tetangga/Rukun Warga bila ada), tempat lahir, tanggal lahir, dan status perkawinan.

(5) Dokumen dukungan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
(6) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan perbaikan rekapitulasi jumlah dukungan ke dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
a. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
b. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
(7) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.



Pasal 34D
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2) Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21.
(4) Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan Pasangan Calon:
a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah minimal dukungan dan/atau persebarannya, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan;
b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah minimal dukungan dan/atau persebarannya, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.



Pasal 34E
(1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34D, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.
(2) Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (16), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26.
(3) Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
(4) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
(5) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32. 
(6) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan:
a. telah memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat; atau
b. tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.
(7) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan:
a. telah memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat; atau
b. tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.
	Memindahkan dari Pasal 57 agar sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang terbaru terkait dukungan Paslon perseorangan, sbb:
1. penyerahan dukungan
2. verifikasi administrasi dukungan
3. verifikasi faktul
4. perbaikan dukungan 
5. verifikasi administrasi perbaikan dukungan 
6. verifikasi factual perbaikan
7. pendaftaran

Perubahan ketentuan tahapan mekanisme ini untuk memberikan  kesetaraan bagi Peserta Pemilu baik Paslon dari Parpol maupun Perseorangan. Ketentuan persyaratan pendaftaran bagi Paslon dari Parpol yang harus melengkapi syarat pencalonan pada saat mendaftar, juga harus diperlakukan sama bagi Paslon Perseorangan, yaitu melengkapi syarat pencalonan berupa dukungan dan persebaran pada saat mendaftar. Sehingga mekanisme proses verifikasi dukungan sudah harus selesai sebelum memasuki tahap pendaftaran.

	11. 
	Belum diatur
	Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 39 disispkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a)
Pasal 39
(3a) Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
	Penegasan asas kesetaraam antar Pasangan Calon yang berasal dari Partai Politik, dengan Perseorangan, dimana harus melengkapi syarat pencalonan, sehingga baru dapat mendaftar jika sudah memenuhi syarat dukungan dan persebaran.

	12. 
	
	Ketentuan angka 2 huruf f ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c) dan huruf d), dan huruf h ayat (1) ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 3 dan angka 4, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42
(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:
f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, wajib menyerahkan:
2.	surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
a)	Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 
b)	Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
c)	Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
d)	Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili;
h.	surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, yang dikeluarkan oleh:
1.	Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
2.	Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
3.	Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
4.	Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili;
	Menambahkan ketentuan:
Pengaturan pihak kepolisian yang mengeluarkan surat keterangan dari pihak kepolisian apabila calon mencalonkan diri di daerah lain yang berbeda domisilinya

	13. 
	BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
	BAB V diubah:
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON
	

	14. 
	Pasal 47 ayat (1)
(1)	KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalanan dan  persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
	Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah
Pasal 47
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
	Mengingat seluruh dokumen syarat pencalonan sudah dilakukan penelitian sebelum pendaftaran, maka penelitian selanjutnya hanya dilakukan terhadap persyaratan calon.

	15. 
	Bagian Kedua BAB V
Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

	Bagian Kedua BAB V diubah:
Perbaikan Persyaratan Calon
	

	16. 1
	Pasal 55
(1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari.
(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
(3) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
	Pasal 55
(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
(2) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
	Menghapus ketentuan perbaikan dukungan pada masa pendaftaran

	17. 
	
	Bagian Ketiga BAB V dihapus
	Menghapus ketentuan perbaikan dukungan pada masa pendaftaran

	18. 
	
	Pasal 57 dihapus
	Dipindahkan ke bagian perbaikan dukungan sebelum masa pendaftaran, yakni Pasal 34A s.d. 34E

	19. 
	
	Pasal 58 dihapus
	

	20. 
	
	Pasal 60 dihapus
	

	21. 
	Pasal 61
(1) Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara.
(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	Pasal 61
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam Berita Acara, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.
	Menghapus ketentuan perbaikan dukungan pada masa pendaftaran 

	22. 
	Paragraf 1 Bagian Keempat BAB V
Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
	Paragraf 1 Bagian Keempat BAB V diubah:
Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon
	[bookmark: _GoBack]Menghapus ketentuan perbaikan dukungan pada masa pendaftaran

	23. 
	
	Paragraf 2 Bagian Keempat BAB V dihapus
	

	24. 
	
	Pasal 65 dihapus
	

	25. 
	
	Pasal 66 dihapus
	

	26. 
	
	Pasal 67 dihapus
	

	27. 
	Pasal 91
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
(2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
(3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
	Pasal 91
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan. 
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau media elektronik.  
(3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
b. disampaikan paling lambat sampai dengan masa penelitian perbaikan.
	Mengubah ketentuan terkait dengan batas waktu penyampaian tanggapan, dan mekanisme penyampaian tanggapan

	28. 
	Pasal 99
(4)	Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
	Ketentuan ayat (4) Pasal 99 diubah
Pasal 99 ayat (4)
(4)	Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
	Untuk memberikan perlakuan yang setara antara Pejabat lain yang juga diwajibkan untuk berhenti/mundur dari jabatannya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

	29. 
	
	Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 103A dan Pasal 103B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103A
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
Pasal 103B
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, tim kampanye atau penghubung Pasangan Calon.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi:
a. tatap muka;
b. melalui telepon;
c. melalui surat elektronik (email); dan/atau
d. media komunikasi lainnya.

Pasal 103C
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
a. penyerahan dukungan;
b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
c. pendaftaran; 
d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik; 
e. syarat calon; dan 
f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan. 

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
	Menambahkan ketentuan kewajiban KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam melakukan bimtek kepada PPS paling lambat sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
Sosialisasi yang dilaksanakan dibagi dalam sosialisasi yang dilakukan sebelum pendaftaran dan setelah pendaftaran.

	30. 
	
	Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A
Pasal 104A
Formulir surat pernyataan dukungan yang digunakan Pasangan Calon perseorangan sebelum jadwal tahapan pencalonan ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
	Norma ini ditujukan untuk memermudah Pasangan Calon perseorangan dalam pengumpulan dukungan yang telah dilakukan sebelum perubahan formulir dalam perubahan peraturan ini. 
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